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Abstract. Bureaucratic transformation requires more than structural adjustment; it depends on employee
competencies, work motivation, and the ability to operate effectively in an increasingly digital environment. This
study investigates whether administrative-to-functional position equalization, competency development, and work
motivation contribute to Indonesian civil servant performance and whether digital literacy strengthens these
relationships at the Central Office of the Ministry of Religious Affairs. A quantitative cross-sectional survey
collected questionnaire data from 180 civil servants selected through stratified random sampling. Hypotheses
were tested using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS. The findings
show that position equalization, competency development, and work motivation each have a positive and
statistically significant effect on civil servant performance, with work motivation producing the strongest direct
effect. Digital literacy has no significant direct effect on performance, but its moderating role is significant across
all three relationships, strengthening their effects. The strongest interaction occurs between competency
development and performance. The structural model explains 41.5% of performance variance and demonstrates
predictive relevance. These findings indicate that digital literacy functions primarily as a complementary
capability rather than an independent performance driver. Therefore, the Ministry should integrate digital
capabilities into competency development programs while maintaining motivational mechanisms and providing
post-equalization support.

Keywords: Competency development; Digital literacy; Indonesian civil servants performance; Position
equalization; Work motivation.

Abstrak. Transformasi birokrasi memerlukan lebih dari sekadar penyesuaian struktural; transformasi juga
bergantung pada kompetensi pegawai, motivasi kerja, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam
lingkungan kerja yang semakin digital. Penelitian ini mengkaji apakah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam
jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, dan motivasi kerja berkontribusi terhadap kinerja aparatur sipil
negara (ASN) serta apakah literasi digital memperkuat hubungan tersebut pada Kantor Pusat Kementerian Agama.
Penelitian ini menggunakan survei kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, dengan data yang dikumpulkan
melalui kuesioner dari 180 ASN yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Pengujian hipotesis
dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetaraan jabatan, pengembangan kompetensi, dan motivasi kerja
masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kinerja ASN, dengan motivasi kerja
menghasilkan pengaruh langsung terkuat. Literasi digital tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap
kinerja, tetapi perannya sebagai moderator signifikan pada ketiga hubungan tersebut dan memperkuat
pengaruhnya. Interaksi terkuat terjadi antara pengembangan kompetensi dan kinerja. Model struktural
menjelaskan 41,5% variasi kinerja dan menunjukkan relevansi prediktif. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi
digital terutama berfungsi sebagai kemampuan pelengkap, bukan sebagai pendorong kinerja yang berdiri sendiri.
Oleh karena itu, Kementerian perlu mengintegrasikan kemampuan digital ke dalam program pengembangan
kompetensi, mempertahankan mekanisme motivasi, dan memberikan dukungan pascapenyetaraan jabatan.

Kata kunci: Digitalisasi Aparatur Sipil Negara; Literasi Digital; Pengembangan Kompetensi; Penyetaraan
Jabatan; Motivasi Kerja.

1. LATAR BELAKANG

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) memegang peran penting dalam menentukan
kualitas tata kelola pemerintahan. Sebagai bagaian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) seorang
PNS selayaknya profesional dan berkinerja terbaik. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan

publik, pencapaian target organisasi, serta terwujudnya akuntabilitas lembaga sangat

Naskah Masuk: 25 Juli 2026; Revisi: 15 Agustus 2026; Diterima: 05 September 2026; Terbit: 16 September 2026


https://doi.org/10.61132/nuansa.v4i3.2813
https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa
mailto:pujikis999@gmail.com

Pengaruh Penyetaraan Jabatan, Pengembangan Kompetensi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja PNS: Peran
Moderasi Literasi Digital pada Kantor Pusat Kementerian Agama

dipengaruhi oleh kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi yang
menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja aparatur menjadi salah satu
prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara
Tahun 2023 menunjukkan bahwa dimensi kinerja dalam Indeks Profesionalitas ASN pada
tingkat kementerian masih membutuhkan penguatan. Di sisi lain, Kementerian Agama
mencatat capaian kinerja organisasi sebesar 91,28 persen dengan kategori baik pada periode
yang sama (Tim Penyusun, 2023; Kementerian Agama, 2024). Meskipun demikian, berbagai
tantangan masih ditemukan dalam praktik pelayanan publik, antara lain proses layanan yang
dinilai belum optimal dari aspek kecepatan, efektivitas, dan efisiensi. Kondisi ini menunjukkan
bahwa peningkatan kualitas sumber daya aparatur tetap menjadi kebutuhan yang mendesak
dalam mendukung kinerja organisasi.

Salah satu agenda strategis yang dijalankan pemerintah dalam kerangka reformasi
birokrasi adalah penyederhanaan struktur organisasi melalui kebijakan penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun
birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada kompetensi. Melalui
mekanisme penyetaraan, sistem kerja yang sebelumnya didominasi oleh pola hierarkis
diarahkan menuju model kerja yang lebih menekankan keahlian, hasil kerja, dan spesialisasi
fungsi. Di lingkungan Kementerian Agama, implementasi kebijakan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 17 Tahun 2021 menjadi bagian dari proses transformasi organisasi yang diikuti
oleh perubahan struktur, tata kerja, serta pembagian peran pegawai. Walaupun secara regulatif
kebijakan tersebut dirancang sebagai instrumen transformasi birokrasi, implementasinya juga
menghadirkan tuntutan baru berupa penyesuaian tugas, pola koordinasi, beban kerja, serta
prospek pengembangan karier. Dengan demikian, efektivitas penyetaraan jabatan tidak hanya
diukur dari perubahan struktur jabatan semata, tetapi juga dari kemampuannya dalam
mendorong peningkatan kinerja pegawai.

Bukti empiris mengenai konsekuensi penyetaraan jabatan belum sepenuhnya konsisten.
Maulidiyah dan Jaya (2024), Pratama et al. (2022), dan Pratama et al. (2023) menemukan hasil
penelitian penyederhanaan birokrasi atau transformasi jabatan dapat mendukung peningkatan
kinerja melalui alur kerja yang lebih sederhana dan orientasi hasil yang lebih kuat. Sebaliknya,
Kadjintuni et al. (2023) serta Tumanggor dan Wibowo (2021) menunjukkan bahwa
transformasi jabatan dapat berhadapan dengan hambatan adaptasi, ketidaksesuaian
penempatan, dan perubahan budaya kerja yang menekan kinerja. Inkonsistensi ini membentuk
empirical gap mengenai sejauh mana penyetaraan jabatan benar-benar meningkatkan kinerja

PNS dalam konteks organisasi tertentu.
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Selain desain jabatan, pengembangan kompetensi merupakan instrumen penting untuk
menjaga relevansi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pegawai terhadap tuntutan
pekerjaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
menegasakan pentingnya pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan
profesional aparatur. Studi Puspitha et al. (2024), Marliani et al. (2023), dan Setiawan et al.
(2023) memperlihatkan hubungan positif antara kompetensi atau pengembangannya dengan
kinerja. Namun, Yusuf et al. (2021) menemukan bahwa kinerja ASN dapat dipengaruhi oleh
kompetensi secara positif tetapi tidak signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa
peningkatan kompetensi belum selalu otomatis terkonversi menjadi Kinerja, sehingga
diperlukan pemahaman mengenai kondisi yang memungkinkan kompetensi bekerja lebih
efektif.

Motivasi kerja juga menentukan seberapa jauh kemampuan dan kesempatan kerja
diterjemahkan menjadi upaya nyata. Teori dua faktor menempatkan pencapaian, pengakuan,
tanggung jawab, dan peluang perkembangan sebagai faktor motivator yang mendorong
kepuasan dan kinerja (Yadav, 2022). Temuan Abdul Fagih (2024), Basyid (2024), dan Putra
dan Heriyanto (2022) menguatkan hubungan positif motivasi dengan kinerja.

Transformasi birokrasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi
digital yang semakin memengaruhi proses kerja organisasi pemerintah. Digitalisasi layanan
dan administrasi menuntut ASN untuk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi
secara efektif. Dalam konteks tersebut, literasi digital menjadi kompetensi yang semakin
penting karena mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan
menggunakan teknologi serta informasi digital secara tepat. Handayani et al. (2024)
menemukan bahwa kompetensi literasi digital dapat mendukung kinerja PNS, sedangkan
Razak et al. (2022) melaporkan hubungan positif tetapi tidak signifikan. Perbedaan temuan
tersebut mengindikasikan bahwa manfaat literasi digital mungkin tidak hanya muncul sebagai
pengaruh langsung terhadap kinerja, tetapi juga sebagai faktor yang memperkuat efektivitas
berbagai kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Dengan kata lain, literasi
digital berpotensi berfungsi sebagai kapabilitas pendukung yang meningkatkan pengaruh
faktor-faktor organisasi terhadap kinerja pegawai.

Saat ini belum ditemukan kajian yang menguji secara simultan penyetaraan jabatan,
pengembangan kompetensi, motivasi kerja, dan literasi digital sebagai pemoderasi kinerja PNS
di Kantor Pusat Kementerian Agama. Posisi tersebut membentuk contextual gap pada
organisasi pusat Kementerian Agama, integrative gap karena empat konstruk tersebut diuji

dalam satu kerangka, serta methodological gap berupa pengujian pengaruh langsung dan efek
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moderasi secara simultan melalui SEM-PLS. Kebaruan penelitian karena itu tidak diletakkan
pada penciptaan teori baru, melainkan pada integrasi faktor reformasi struktur, pengembangan
SDM, motivasi, dan kapabilitas digital dalam konteks transformasi birokrasi.

Berdasarkan berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, pengembangan kompetensi,
motivasi kerja, dan literasi digital terhadap kinerja PNS di Kantor Pusat Kementerian Agama.
Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah literasi digital mampu memperkuat hubungan
antara penyetaraan jabatan, pengembangan kompetensi, dan motivasi kerja terhadap kinerja
pegawai. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai
peran literasi digital sebagai faktor penguat dalam model kinerja aparatur. Secara empiris,
penelitian ini memberikan bukti dari konteks PNS pada Kantor Pusat Kementerian Agama.
Adapun secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan
kebijakan pengembangan kompetensi, penguatan motivasi kerja, serta implementasi reformasi

birokrasi berbasis transformasi digital.

2. KAJIAN TEORITIS
Kerangka Teoretis

Penelitian ini berlandaskan pada Job Performance Theory yang menjelaskan bahwa
kinerja merupakan manifestasi perilaku kerja dan hasil yang dihasilkan individu dalam
mendukung pencapaian tujuan organisasi (Colquitt et al., 2008). Perspektif ini relevan karena
penyetaraan jabatan mengubah tuntutan dan struktur tugas, pengembangan kompetensi
memperkuat kemampuan, motivasi menentukan intensitas usaha, dan literasi digital
menyediakan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang semakin terdigitalisasi. Untuk
menjelaskan pengembangan kompetensi, penelitian juga memanfaatkan perspektif Behavioral
Competency yang menekankan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik perilaku sebagai
dasar efektivitas kerja (Spencer & Spencer, 1993). Sementara itu, hubungan motivasi dengan
kinerja ditopang oleh Two-Factor Theory yang membedakan faktor motivator dan higiene
(Yadav, 2022).
Penyetaraan Jabatan dan Kinerja PNS

Penyetaraan jabatan menggeser orientasi kerja dari hierarki administratif menuju tugas
fungsional yang lebih spesifik dan berbasis hasil. Dari perspektif Job Performance Theory,
kejelasan tugas, spesialisasi, dan indikator hasil dapat memperkuat task performance.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi dapat meningkatkan efisiensi

kerja dan kinerja ketika perubahan jabatan diikuti penyesuaian peran dan sistem Kkerja
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(Maulidiyah & Jaya, 2024; Pratama et al., 2022; Roslim & Syofiarti, 2025). Namun, hambatan
adaptasi dapat menghasilkan dampak yang berlawanan (Kadjintuni et al., 2023). Berdasarkan
argumentasi tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional berpengaruh positif
terhadap kinerja PNS.
Pengembangan Kompetensi dan Kinerja PNS

Pengembangan kompetensi meningkatkan kapasitas teknis, manajerial, dan sosial-
kultural yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan jabatan. Behavioral Competency
menempatkan kompetensi sebagai karakteristik yang memungkinkan individu menjalankan
tugas secara efektif. Bukti empiris menunjukkan bahwa program pengembangan kompetensi
yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mampu meningkatkan produktivitas, kualitas
layanan, serta efektivitas pelaksanaan tugas (Puspitha et al., 2024; Marliani et al., 2023;
Setiawan et al., 2023). Walaupun terdapat penelitian yang menemukan hubungan yang tidak
signifikan antara kompetensi dan kinerja (Yusuf et al., 2021), secara konseptual peningkatan
kompetensi tetap diyakini memperbesar kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:
H2: Pengembangan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja PNS.
Motivasi Kerja dan Kinerja PNS

Motivasi menentukan kesediaan pegawai mengalokasikan energi dan mempertahankan
usaha untuk mencapai target. Menurut Two-Factor Theory, faktor-faktor seperti penghargaan,
pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang berperan sebagai
sumber motivasi yang dapat meningkatkan kepuasan sekaligus kinerja pegawai (Yadav, 2022).
Studi Abdul Fagih (2024), Basyid (2024), dan Putra dan Heriyanto (2022) mendukung
hubungan positif motivasi dengan kinerja. Individu yang merasa pekerjaannya bernilai dan
memperoleh kesempatan berkembang biasanya menunjukkan tingkat komitmen yang lebih
tinggi terhadap organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja PNS.
Literasi Digital dan Kinerja PNS

Literasi digital berkaitan dengan kemampuan memahami teknologi, mengoperasikan
aplikasi, menerapkan etika digital, berinovasi, serta mengenali risiko penggunaan teknologi.
Kemampuan tersebut dapat mempercepat akses informasi dan mendukung penyelesaian
pekerjaan, sehingga secara teoritis diperkirakan meningkatkan kinerja. Dharma (2022) dan
Handayani et al. (2024) menunjukkan manfaat kompetensi digital bagi kinerja, tetapi Razak et

al. (2022) memperoleh pengaruh positif yang tidak signifikan. Perbedaan hasil tersebut
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menunjukkan bahwa efektivitas literasi digital kemungkinan bergantung pada dukungan
organisasi, sistem kerja, dan lingkungan kerja yang memadai. Dengan demikian, dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H4: Literasi digital berpengaruh terhadap kinerja PNS.

Peran Moderasi Literasi Digital

Penyetaraan jabatan menuntut kemandirian dan orientasi output yang semakin banyak
ditopang aplikasi, data, dan komunikasi digital. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki literasi
digital yang baik diperkirakan akan lebih mampu mengoptimalkan perubahan peran yang
terjadi akibat penyetaraan jabatan. Dalam konteks ini literasi digital berpotensi memperkuat
pengaruh penyetaraan jabatan terhadap peningkatan kinerja, maka dirumuskan hipotesis
berikut:

H5: Literasi digital memperkuat pengaruh penyetaraan jabatan terhadap kinerja PNS.

Pada pengembangan kompetensi, literasi digital dapat mempercepat akses
pembelajaran, penerapan pengetahuan, dan penggunaan sistem kerja berbasis teknologi;
temuan Nikou et al. (2022), Jiang et al. (2025), dan Asadullah dan Faik (2026) menunjukkan
pentingnya kapabilitas digital bagi adopsi teknologi dan pengembangan kapabilitas. Dengan
demikian, literasi digital diperkirakan dapat meningkatkan efektivitas pengembangan
kompetensi terhadap kinerja pegawai.

H6: Literasi digital memperkuat pengaruh pengembangan kompetensi terhadap kinerja
PNS.

Pada motivasi, teknologi menyediakan sarana untuk mengubah dorongan kerja menjadi
penyelesaian tugas yang lebih cepat, pengelolaan informasi yang lebih efektif, dan inovasi
kerja. Dahman et al. (2023) dan Khaira (2024) mengindikasikan bahwa kombinasi motivasi
dan kemampuan digital mendukung performa. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis
terakhir dirumuskan sebagai berikut:

H7: Literasi digital memperkuat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja PNS.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini melalui desain survei cross-
sectional, sedangkan pengolahan data dilakukan menggunakan analisis deskriptif. Objek
penelitian adalah PNS di Kantor Pusat Kementerian Agama, mencakup pegawai yang
terdampak maupun tidak terdampak penyetaraan jabatan. Populasi berdasarkan data PNS
Kantor Pusat Kementerian Agama per 17 September 2024 berjumlah 2.335 orang. Sampel

dipilih menggunakan stratified random sampling dengan mempertimbangkan strata jabatan,
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unit organisasi, masa kerja, serta kondisi terkait penyetaraan dan pengembangan kompetensi.
Pedoman minimum lima kali jumlah indikator menghasilkan kebutuhan minimum 170
responden dari 34 indikator, sedangkan data yang dianalisis berasal dari 180 responden.

Data primer dikumpulkan dengan kuesioner survei yang didistribusikan secara daring.
Data dikumpulkan melalui instrumen yang disusun berdasarkan skala Likert berjenjang lima
kategori, mulai dari tingkat persetujuan terendah (sangat tidak setuju) hingga tingkat
persetujuan tertinggi (sangat setuju). Sebanyak enam indikator digunakan untuk merefleksikan
variabel penyetaraan jabatan. Adapun pengembangan kompetensi, motivasi kerja, kinerja PNS,
dan literasi digital diukur dengan tujuh indikator yang menggambarkan masing-masing
konstruk penelitian. Periode pengumpulan data dari tanggal 05 s.d. 25 Mei 2025, dengan lokasi
penelitian di Kantor Pusat Kementerian Agama.

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan metode PLS-SEM menggunakan aplikasi
SmartPLS. Tahap pertama difokuskan pada evaluasi model pengukuran melalui pengujian
validitas konvergen menggunakan indikator outer loading dan AVE, pengujian validitas
diskriminan dengan pendekatan Fornell-Larcker, HTMT, dan cross loading, serta pengujian
konsistensi internal konstruk menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability.
Tahap berikutnya adalah evaluasi model struktural yang meliputi pengukuran koefisien
determinasi (R Square), kemampuan prediksi model (Q2 Predict), tingkat kecocokan model
berdasarkan SRMR, serta pengujian koefisien jalur dan signifikansinya. Pengujian hipotesis
dilakukan melalui prosedur bootstrapping, termasuk pengujian tiga hubungan moderasi yang
melibatkan variabel literasi digital. Kriteria penerimaan hipotesis ditetapkan pada nilai t-
statistic > 1,65 dan p-value < 0,05. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi dalam analisis
PLS-SEM untuk memastikan kualitas model pengukuran dan model struktural.

Tabel 1. Ringkasan Operasionalisasi Konstruk

Jumlah
Konstruk indikator Fokus pengukuran
Dampak pada kinerja/layanan, kesesuaian
Penyetaraan jabatan 6 kompetensi dan penghasilan, karier, struktur, pola
kerja
Pengembangan 7 Akses/fairness pengembangan, kepercayaan diri,
kompetensi keterampilan, sikap, apresiasi, problem solving
Pencapaian, kepuasan, tanggung jawab, lingkungan
Motivasi kerja 7 kerja, reward/punishment, pengakuan, dukungan
pimpinan
Kinerja PNS 7 Produktivitas, efisiensi, kualitas, ketelitian, inovasi,

kepatuhan, kerja sama
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Jumlah
Konstruk indikator Fokus pengukuran
Literasi digital 7 Pemahaman teknologi, operasi aplikasi, etika,

inovasi, risiko dan kontrol digital

Sumber: data primer penelitian, diolah penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sebanyak 180 kuesioner digunakan dalam analisis. Profil responden menunjukkan

komposisi yang relatif berimbang menurut jenis kelamin, dengan dominasi usia lebih dari 27-

44 tahun dan pendidikan S1. Kelompok jabatan terbesar adalah pejabat fungsional yang berasal

dari inpassing, pengangkatan pertama, perpindahan, atau promosi, sedangkan 20% responden

merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan. Ditinjau dari masa kerja, sebagian besar

pegawai telah bekerja lebih dari sepuluh tahun. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa

sampel memuat variasi pengalaman kerja dan jalur jabatan yang relevan untuk menilai

perubahan organisasi di Kantor Pusat Kementerian Agama.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik Kategori n (%)
Jenis kelamin Pria 92 (51%)
Wanita 88 (49%)
Usia < 27 tahun 4 (2%)
> 27-44 tahun 96 (53%)
> 44 tahun 80 (44%)
Pendidikan S1 99 (55%)
S2 70 (39%)
S3 9 (5%)
Lainnya 2 (1%)
Jabatan Struktural 28 (16%)
Fungsional melalui penyetaraan jabatan 36 (20%)
Fungsional m_elalui inpassing_/pengangkatan 64 (35%)
pertama/perpindahan/promosi
Fungsional umum 52 (29%)
Unit organisasi Ditjen Bimas Buddha 62 (34%)
Sekretariat Jenderal 31 (17%)
Ditjen Bimas Katolik 14 (8%)
Ditjen Bimas Hindu 16 (9%)
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Karakteristik Kategori n (%)

Inspektorat Jenderal 12 (7%)
Ditjen Bimas Kristen 14 (8%)
Badan Moderasi Beragama dan PSDM 11 (6%)
Ditjen Pendidikan Islam 5 (3%)
Ditjen Bimas Islam 6 (3%)
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 9 (5%)

Masa kerja < 5 tahun 40 (22%)
> 5-10 tahun 29 (16%)
> 10 tahun 111 (62%)

Sumber: data primer penelitian, diolah penulis.
Statistik Deskriptif dan Model Pengukuran

Statistik deskriptif menunjukkan seluruh konstruk berada pada kategori baik. Literasi
digital memperoleh grand mean tertinggi sebesar 83,0%, diikuti motivasi kerja 80,3%, kinerja
PNS 79,7%, pengembangan kompetensi 79,3%, dan penyetaraan jabatan 77,6%. Tingginya
literasi digital pada level persepsi tidak serta-merta membuktikan pengaruh langsung terhadap
kinerja; hubungan tersebut tetap ditentukan melalui model struktural.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Konstruk

Konstruk Grand mean Kategori
Penyetaraan jabatan 77,6% Baik
Pengembangan kompetensi 79,3% Baik
Motivasi kerja 80,3% Baik
Literasi digital 83,0% Baik
Kinerja PNS 79,7% Baik

Sumber: data primer penelitian, diolah penulis.

Model pengukuran memenuhi kriteria convergent validity. Seluruh outer loading
berada di atas 0,70, dengan rentang 0,705-0,895 pada seluruh konstruk. Nilai AVE berkisar
0,647-0,719, sehingga setiap konstruk menjelaskan lebih dari separuh varians indikatornya.
Discriminant validity juga terpenuhi berdasarkan Fornell-Larcker, HTMT, dan cross loading;
nilai HTMT antar-konstruk berada jauh di bawah batas 0,90. Seluruh konstruk reliabel karena

Cronbach's alpha dan composite reliability melebihi 0,70.
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Tabel 4. Ringkasan Validitas dan Reliabilitas

Konstruk Outer loading  AVE (G e Cor_np(_)s_lte
alpha reliability
Penyetaraan jabatan 0,784-0,868 0,686 0,909 0,929
Pengembangan 0,705-0,895 0,647 0,907 0,927
kompetensi
Motivasi kerja 0,779-0,868 0,674 0,921 0,935
Kinerja PNS 0,805-0,872 0,719 0,936 0,947
Literasi digital 0,753-0,858 0,678 0,926 0,936

Sumber: data primer penelitian, diolah penulis.

Pada model struktural, R Square kinerja PNS sebesar 0,415 dan R Square adjusted
0,391. Artinya, variabel dalam model menjelaskan 41,5% variasi kinerja PNS, sedangkan
58,5% dijelaskan faktor di luar model. Nilai Q2predict sebesar 0,243 (>0) menunjukkan
relevansi prediktif yang baik. Nilai SRMR sebesar 0,072 pada saturated model dan estimated
model berada di bawah batas 0,100 sehingga model dinyatakan memenuhi kelayakan model.
Tabel 5. Ringkasan Evaluasi Model Struktural

Indikator Nilai Interpretasi
R Square - Kinerja PNS 0,415 Moderat; 41,5% variasi dijelaskan model
ENSguare adjusted - Kinerja 0,391 Daya jelas setelah penyesuaian
Q2predict - Kinerja PNS 0,243 > 0; memiliki relevansi prediktif

SRMR - saturated / estimated 0,072/0,072 < 0,100; model dinyatakan fit
Sumber: data primer penelitian, diolah penulis.

Pengujian Hipotesis

Pengujian bootstrapping menunjukkan enam dari tujuh hipotesis diterima. Ketiga
pengaruh langsung utama signifikan positif, sedangkan pengaruh langsung literasi digital
terhadap kinerja tidak signifikan. Seluruh interaksi literasi digital dengan penyetaraan jabatan,
pengembangan kompetensi, dan motivasi kerja signifikan positif.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

H Hubungan Beta  t-stat. p- 2GEIEL
value n
H1 Penyetaraan jabatan -> Kinerja PNS 0,209 1,982 0,024 Diterima

H2 Pengembangan kompetensi -> Kinerja PNS 0,215 2,641 0,004 Diterima
H3 Motivasi kerja -> Kinerja PNS 0,245 2,453 0,007 Diterima

H4 Literasi digital -> Kinerja PNS -0,172 1,307 0,095 Ditolak
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p- Keteranga

H Hubungan Beta t-stat.
value n

Literasi digital x Penyetaraan jabatan ->

HS Kinerja PNS

0,220 2,105 0,018 Diterima

Literasi digital x Pengembangan kompetensi

HE -> Kinerja PNS

0,287 2,337 0,009 Diterima

Literasi digital x Motivasi kerja -> Kinerja

HT bNs

0,272 2,121 0,017 Diterima

Sumber: output bootstrapping SmartPLS, diolah penulis.
Pembahasan

Penyetaraan Jabatan terhadap Kinerja PNS

H1 diterima: ditunjukkan oleh adanya pengaruh positif dan signifikan antara
penyetaraan jabatan terhadap kinerja PNS (beta = 0,209; t = 1,982; p = 0,024). Temuan ini
mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan berkontribusi
terhadap peningkatan capaian kinerja pegawai. Temuan mendukung Job Performance Theory
karena transformasi menuju jabatan fungsional memperjelas spesialisasi pekerjaan, tanggung
jawab, dan orientasi hasil. Pada konteks Kementerian Agama, perubahan tersebut dapat
mengurangi ketergantungan pada struktur hierarkis dan memberi ruang lebih besar bagi
pelaksanaan tugas teknis sesuai keahlian. Hasil ini sejalan dengan Maulidiyah dan Jaya (2024),
Pratama et al. (2022), serta Roslim dan Syofiarti (2025), tetapi berbeda dengan Kadjintuni et
al. (2023) dan Tumanggor dan Wibowo (2021) yang menekankan risiko hambatan adaptasi.
Suartini (2023) juga menekankan pentingnya mengelola problem implementasi, sedangkan
Sumbogo (2025) menunjukkan bahwa konsekuensi karier perlu diperhatikan dalam kebijakan
penyetaraan. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penyetaraan efektif ketika disertai
kejelasan tugas, penyesuaian kompetensi, dan dukungan organisasi.
Pengembangan Kompetensi terhadap Kinerja PNS

H2 diterima: pengembangan kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja PNS (beta = 0,215; t = 2,641; p = 0,004). Kompetensi yang diperkuat melalui
pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pengalaman membantu pegawai menyelesaikan
tugas secara lebih efektif, meningkatkan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan
adaptasi. Temuan ini konsisten dengan Behavioral Competency dan Job Performance Theory
yang menempatkan kemampuan sebagai prasyarat perilaku kerja efektif. Hasil juga
mendukung Puspitha et al. (2024), Marliani et al. (2023), dan Setiawan et al. (2023). Dalam
konteks Kementerian Agama, pengembangan kompetensi menjadi semakin strategis
mengingat adanya transformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi layanan publik yang
menuntut penguasaan kemampuan teknis sekaligus perilaku kerja yang adaptif. Selain itu,
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Sihombing (2026) menegaskan bahwa penguatan kompetensi aparatur merupakan prasyarat
penting dalam mendukung keberhasilan agienda rieformasi birokrasi dan pieningkatan kualitas
pielayanan publik.

Motivasi Kerja terhadap Kinerja PNS

H3 ditierima: menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan
tierhadap kinierja PNS (bieta = 0,245; t = 2,453; p = 0,007). Nilai koiefisiien ini mierupakan
yang tiertinggi dibandingkan variabiel indiepiendien lainnya, yaitu pienyietaraan jabatan (0,209)
dan piengiembangan kompietiensi (0,215). Tiemuan tiersiebut siejalan diengan Two-Factor
Thieory yang dikiemukakan olieh Hierzbierg, yang mienjielaskan bahwa faktor-faktor intrinsik
siepierti piencapaian priestasi, piengakuan, tanggung jawab, sierta Kkiesiempatan untuk
bierkiembang dapat mieningkatkan siemangat dan komitmien kierja piegawai. Kondisi ini
mienunjukkan bahwa piemienuhan aspiek-aspiek motivasional miemiliki kontribusi pienting
dalam miendorong produktivitas dan kualitas Kinierja. Hasil pienielitian siejalan diengan Abdul
Fagih (2024), Basyid (2024), dan Putra dan Hieriyanto (2022). Kierangka motivasi Kinierja juga
didukung olieh Rodriguiez iet al. (2024), siedangkan Guss et al. (2026) mienunjukkan
pientingnya motivasi yang stabil dalam tugas komplieks. Implikasinya, kiebijakan SDM tidak
cukup hanya mieningkatkan kompietiensi atau mienata jabatan, tietapi pierlu mienjaga
pienghargaan yang adil, Kiejielasan kariier, umpan balik, dan lingkungan Kierja yang
miendukung.

Literasi Digital terhadap Kinerja PNS

H4 ditolak: literasi digital memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan tierhadap
kinierja PNS (beta = -0,172; t = 1,307; p = 0,095 berdasarkan tabel output bootstrapping
utama). Temuan ini mienarik kariena litierasi digital memperoleh nilai dieskriptif tiertinggi,
tietapi kiemampuan digital yang dipiersiepsikan baik bielum otomatis mienghasilkan kinierja
yang liebih tinggi. tingkat kiemampuan digital yang tinggi tidak secara langsung bierkorielasi
diengan pieningkatan Kinierja piegawai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pienguasaan
tieknologi informasi dan digital bielum tentu mienjadi dietierminan utama dalam piencapaian
kinierja individu.

Hasil pienielitian ini mienunjukkan bahwa manfaat litierasi digital baru dapat
diwujudkan siecara optimal apabila didukung olieh faktor lain, siepierti sistiem Kierja yang
lefiektif, Kiepiemimpinan yang miendorong piemanfaatan tieknologi, sierta prosies organisasi
yang mampu miengintiegrasikan tieknologi kie dalam pielaksanaan tugas. Diengan diemikian,
kompietiensi digital yang dimiliki piegawai tidak siecara otomatis mienghasilkan pieningkatan

pierforma tanpa adanya lingkungan organisasi yang miendukung. Tiemuan tiersiebut siejalan
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diengan pandangan Chattierjieie iet al. (2023) dan Jiang iet al. (2025), yang mieniegaskan bahwa
kapabilitas digital individu pierlu diintiegrasikan diengan kapabilitas organisasi agar dapat
miembierikan dampak nyata tierhadap kinierja. Olieh kariena itu, litierasi digital liebih tiepat
dipahami siebagai faktor piendukung (ienabling factor) yang miempierkuat iefiektivitas
impliemientasi kiebijakan, piengiembangan sumbier daya manusia, dan transformasi organisasi,
daripada siebagai variabiel yang siecara indiepiendien mienientukan tingkat Kinierja piegawai.
Moderasi Literasi Digital pada Penyetaraan Jabatan

H5 diterima: literasi digital memperkuat piengaruh pienyietaraan jabatan tierhadap
kinierja PNS (bieta = 0,220; t = 2,105; p = 0,018). Jabatan fungsional mienuntut kiemandirian,
piengielolaan informasi, dan oriientasi output; litierasi digital miembantu piegawai
mienggunakan sistiem informasi, aplikasi kierja, dan data siecara liebih iefiektif. Tiemuan ini
mienjielaskan miekanismie modierasi bahwa pierubahan jabatan mienyiediakan struktur pieran
baru, siedangkan litierasi digital mieningkatkan kiemampuan piegawai untuk miengieksiekusi
pleran tiersiebut dalam lingkungan kierja tierdigitalisasi. Kariena itu, manfaat pienyietaraan
tierhadap Kkinierja mienjadi liebih kuat pada piegawai yang liebih siap siecara digital. Siecara
praktis, Kiebijakan sietielah pienyietaraan pierlu diikuti pielatihan digital yang spiesifik tierhadap
kiebutuhan jabatan fungsional, bukan hanya pielatihan digital gienierik.
Moderasi Literasi Digital pada Pengembangan Kompetensi

H6 diterima dan mierupakan iefiek modierasi tierbiesar: litierasi digital miempierkuat
piengaruh piengiembangan kompietiensi tierhadap kinierja PNS (bieta = 0,287; t = 2,337; p =
0,009). Piengiembangan kompietiensi miembieri piengietahuan dan Kietierampilan substantif,
siedangkan litierasi digital miempierciepat aksies piembielajaran, pienierapan piengietahuan,
pienggunaan aplikasi, dan piengielolaan data. Miekanismie ini mienjielaskan miengapa
inviestasi kompietiensi mienghasilkan dampak Kinierja yang liebih biesar kietika piegawai juga
miemiliki kiemampuan digital. Tiemuan sielaras diengan Nikou iet al. (2022), Asadullah dan
Faik (2026), sierta Jiang iet al. (2025), yang mieniekankan hubungan antara Kiemampuan
digital, piembielajaran, adopsi tieknologi, dan kapabilitas organisasi. Implikasi utama adalah
pierlunya diesain piengiembangan kompietiensi yang siecara ieksplisit miengintiegrasikan aspiek
tieknis, manajierial, sosial-kultural, dan digital.
Moderasi Literasi Digital pada Motivasi Kerja

H7 ditierima: litierasi digital miempierkuat piengaruh motivasi kierja tierhadap kinierja
PNS (bieta = 0,272; t = 2,121; p = 0,017). Piegawai yang tiermotivasi miembutuhkan sarana
untuk mienierjiemahkan dorongan mienjadi hasil Kierja; kiemampuan digital mienyiediakan

sarana tiersiebut mielalui pienyieliesaian tugas yang liebih ciepat, aksies informasi yang liebih
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baik, dan pieluang inovasi. Dahman iet al. (2023) dan Khaira (2024) miendukung pientingnya
kombinasi kiemampuan digital dan faktor motivasional bagi pierforma. Dibandingkan H5 dan
H6, Kkiekuatan modierasi H7 bierada pada urutan Kiedua. Hasil ini mienunjukkan bahwa
transformasi digital tidak mienggantikan motivasi, tietapi mieningkatkan kapasitas piegawai
untuk miewujudkan motivasi mienjadi output yang iefiektif dan produktif.
Sintesis Temuan

Pola hasil miempierlihatkan pierbiedaan pieran litierasi digital. Siebagai priediktor
langsung litierasi digital tidak signifikan, akan tietapi siebagai modierator sieluruh intieraksi
signifikan dan positif. Modierasi tierkuat tierjadi pada hubungan piengiembangan kompietiensi-
kinierja (0,287), diikuti motivasi Kierja-kinierja (0,272) dan pienyietaraan jabatan-kinierja
(0,220). Konfigurasi ini miempierjielas kontribusi pienielitian: litierasi digital bierfungsi
siebagai kapabilitas kompliemientier yang mieningkatkan iefiektivitas pierubahan struktural dan
intierviensi SDM. Bagi Kiemientierian Agama, pienguatan digital siebaiknya diliekatkan pada
diesain piekierjaan, piembielajaran, dan piengielolaan motivasi, bukan ditiempatkan siebagai

program tierpisah yang hanya bieroriientasi pada pienguasaan pierangkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetaraan jabatan administrasi ke dalam
jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, dan motivasi kerja secara individual
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS di Kantor Pusat
Kementerian Agama. Di antara ketiga variabel tersebut, motivasi kerja merupakan faktor yang
memiliki kontribusi langsung paling besar terhadap peningkatan kinerja. Nanun demikian,
literasi digital tidak terbukti memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kinerja
pegawai. Literasi digital terbukti berperan dalam memperkuat hubungan antara penyetaraan
jabatan, pengembangan kompetensi, dan motivasi kerja dengan kinerja. Pengaruh moderasi
yang paling kuat ditemukan pada hubungan antara pengembangan kompetensi dan kinerja.
Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital lebih berfungsi sebagai kapabilitas pendukung
(enabling capability) yang mengoptimalkan pemanfaatan perubahan jabatan, peningkatan
kompetensi, dan motivasi kerja sehingga dapat diterjemahkan menjadi kinerja yang
lebih efektif dan produktif.

Implikasi praktisnya, Kementerian Agama perlu menempatkan penguatan motivasi
sebagai prioritas pengelolaan SDM melalui penghargaan berbasis kinerja yang adil,
kesempatan karier yang transparan, umpan balik berkelanjutan, dan lingkungan kerja yang

mendukung kolaborasi serta inovasi. Pengembangan kompetensi perlu dirancang berbasis
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transformasi digital dengan mengintegrasikan kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural,
penggunaan platform kerja, analisis data, dan keamanan informasi. Kebijakan penyetaraan
jabatan juga perlu disertai pemetaan kebutuhan kompetensi serta dukungan digital yang sesuai
dengan karakteristik jabatan fungsional.

Penelitian ini terbatas oleh desain cross-sectional, ruang lingkup pada Kantor Pusat
Kementerian Agama, penggunaan kuesioner berbasis persepsi, dan model yang belum
memasukkan faktor lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan transformasional, sistem
penilaian kinerja, beban kerja digital, serta dukungan teknologi. Penelitian selanjutnya
disarankan memperluas unit dan instansi, mengombinasikan pendekatan kuantitatif-kualitatif,
menambahkan konstruk relevan, serta melakukan analisis multi-group berdasarkan jabatan,

masa Kkerja, usia, dan unit kerja.
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